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BUPATI PANGANDARAN 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR  28  TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PANGANDARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGANDARAN,  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 

pembangunan antar sektor, antar wilayah  dan antar pelaku 

dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Pangandaran, 

diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, 

selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadilan; 

b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman 

masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan 

ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang 

transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang 

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5362); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3934); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4587); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang  

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan,  Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah  diubah duakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53  Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 86); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 

2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

91); 
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33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 

2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian 

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 

Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor     ); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 
Tahun 2012 Nomor 15); 

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupatan Pangandaran; 

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Pangandaran; 

38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2013, 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Pangandaran; 

39. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013, 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pangandaran; 
 

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA  

TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PANGANDARAN 

 

Pasal 1 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran mengacu 

kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, kecuali 

Kecamatan Parigi. 

Pasal 2 

Lingkup Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi 9 Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Mangunjaya; 

2. Kecamatan Padaherang; 

3. Kecamatan Kalipucang; 

4. Kecamatan Pangandaran; 

5. Kecamatan Sidamulih; 

6. Kecamatan Cijulang; 

7. Kecamatan Cimerak; 

8. Kecamatan Cigugur; 

9. Kecamatan Langkaplancar. 
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Pasal 3 

Khusus untuk Kecamatan Parigi akan diatur kemudian dalam bentuk 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Pasal 4 

Seluruh Rencana Investasi dan Kegiatan Lain yang memerlukan Perizinan di 

Wilayah Kecamatan Parigi untuk sementara ditangguhkan/dihentikan 

(Moratorium) sampai dengan ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang 

Kecamatan Parigi.  

Pasal 5 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut.  

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 07 Oktober 2013 
 

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 
 

ttd/cap 
 

H. ENDJANG NAFFANDY 

 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 07 Oktober 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 
 

                             Ttd/cap 
 

                 M A H M U D 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN  2013 NOMOR 17 


